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TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

e .baihwa untuk ,melaksanakan keténtugin. Pa_sai's' 102 ayat =
. {4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun |

2014 tentang Desa sebagaimana telah - dlubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

" 2014 tentang Desa, perlu Menetapkan Peraturan Bupati
 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belan]a Desa Tahun Anggaran 20 18

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 teﬁtéﬁg "
.. Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
-+ *Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Ten'ggara Barat dan -

Nusa * Tenggara Timur (Lembaran ‘Negara' Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran

- Negara Republik Indonesm Nomor 1655);

Undang-Undang - -Nomor - 17 Tahun 2003 tentang. -
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ .- Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara ] |
- Republik Indonesia Nomor 4286); :

- 3. Undang-Undang Nomor 1 “Tahun 2004 tentang
"~ . . Perbendaharaan ° Negara (Lembaran * Negara Republik. -

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

. Undang-Undang” Nomor 6 Tahun 2014 tentang ‘Desa

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia’ Tahun -2014
Nomor 7,. Tambahan Lembaran Negara Republlk '

o Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495); .~ '
. Undang-Undang . 'Nomor 23 - ~Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah _(Lembaran Negara Republik

.. Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran -
- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
.~ telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- . 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor. 23 Tahun 2014 . tentang Pemerintahan Daerah

" {Lembaran - ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2015:
- Nomor 58, Tambahan Lembaran _ Negara RCPUbllk_

Indone31a Nomor 5679),



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang -
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

~ Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Dana Desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA -
DESA TAHUN ANGGARAN 2018. '

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. |

Bupati adalah Bupati Dompu.

2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3.
4

Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki- -

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan -
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan -

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemenntahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyclenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. -
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat

dengan BPD adalah BPD desa yang bersangkutan.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang

berada di Kabupaten Dompu. _ ,
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya

disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah desa dan BPD, serta dltetapkan dalam -
Peraturan Desa.

. Pedoman Penyusunan  APBDes adalah pokok-pokok

kebijakan yang harus d1pedoman1 dan dil_aksanakan oleh =
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pemcrmtahan desa dalam penyusunan dan penetapan
APBDes '

Pasal 2

) Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 20 18 mehputl

a. Pengertlan

' b POkok-pokok kebljakan penyusunan APBDes

B c Tekms penyusunan APBDes; B L -.

d: Hal lain dalam penyusunan APBDes.

. -"-'(2) ~ Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018 scbagalmana

o dlmaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lamplran 1 yang merupakan:- :
= baglan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

o " (3) __.Struktur APBDes Tahun Anggaran 2018° sebagalmana tercantum dalam i

.../ Lampiran . 1I yang, merupakan baglan yang tldak terplsahkan dan.‘;

Peraturan Bupati inj;

) 'Pcnatausahaan keuangan APBDes dllaksanakan menggunakan format"

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 113 Tahun- o
. 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Dompu .
: 'Nomor 29 Tahun 20 15 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

PaSal 3

: __Pcraturan Bupat1 1n1 mulaJ berlaku pada tanggal dltetapkan

B Agar setlap orang mengetahux, memermtahkan pengundangan Peraturan
L Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Dompu Gt

| Dltetapkan di Dompu AP
pada tanggal 5 Februan 2018

e __BUPATI DOMPU,

. -H BAMBANG M ASIN

s 'Dlundangkan d1 Dompu
 pada tanggal Y/
- SEKRETARIS HAERA

3 man 2018

SBUKHARI _—

| .BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 13 }— o
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DOMPU
. NOMOR: 07~ TAHUN 2018
TENTANG : ' '

PEDOMAN  PENYUSUNAN
ANGGARAN  PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

PENGERTIAN

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewa31ban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang -

- termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan |

hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan’ keg1atan yang meliputi

- perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-

jawaban dan pengawasan keuangan desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya dlsm.gkat APBDes
adalah rencana keuangan tahunan pemenntahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan_

- Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa'

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut
PTPKD adalah terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.

Bendahara adalah staf urusan keuangan desa yang diangkat oleh Kepala
Desa -~ dan mempunyai tugas menerima, ‘menyimpan,
menyetorkan/membayar, —menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan
desa dalam rangka melaksanakan APBDesa.

‘Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahuhan) yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil
musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya

~ disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk penode 6

(enam) tahun.

Pendapatan desa adalah uang yang masuk ke kas desa tanpa Ada'
kewajiban untuk membayar kembali.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana
perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Dompu yang dlteruna oleh Desa setelah d1kurang1
Dana Alokasi Khusus. '

Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
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i 718_'.":-;Dana Cadangan adalah dana yang. dlSlSlhkan guna mendanal keglatan:

- yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat d1penuh1 dalam
; Asatu tahun anggaran

?_',f14._‘ ‘Defisit Anggaran desa ‘adalah sehslh kurang antara pendapatan daerah?“__* '

e dan belanja desa. _ -

15,

. dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, - baik pada tahun -

< . anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun—tahun anggaran

e "_*_,-'__benkutnya - :

16,

.. adalah selisih lebih realisasi penerlmaan dan pengeluaran anggaran.
selama satu penode anggaran. '

" 17. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajlb dibayar kepada pemenntah'

pemenntahan pelaksanaan pembangunan pembmaan kemasyarakatan‘ -‘

dan pemberdayaan masyarakat

_Belan_]a desa adalah. ‘uang yang keluar dan kas desa yang t1dak blsa
dltank kembah S _ el
13, Surplus Anggaran desa adalah Sellslh leblh antara pendapatan desa dan o
' _belanja desa __ G _

Pemblayaan desa adalah semua penenmaan yang perlu d1bayar kembah

Sisa Lebih P\,rhltungan Anggaran yang selanjutnya dlslngkat SILPA :

- -desa dan/atau hak pemenntah desa yang dapat dinilai dengan uang -

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan i

N perundang—undangan atau akibat 1a1nnya yang sah.

c _:.B POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APEDES

Pokok pokok kebuakan yang perlu mendapat perhatlan pemerlntah Desa. )

dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018 terkait dengan Pendapatan_:;r E

- ;Desa Belan_la Desa dan Pemb1ayaan Desa adalah sebagal benkut

Pendapatan Desa

a. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes)
: Pendapatan Ash Desa, mehputl

| 1) Hasil Usaha, mehputl hasil sewa/pengelolaan tanah kas desa' -
dan hasil BUMDES;

2}-_"Ha311 Aset, .tambatan perahu, : pasar desa tempat pemandlan |
umum, jaringan irigasi dan laln-laln ‘

3) Swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat _
- 4) _Lam lain pendapatan asli desa, mehputl pungutan desa; -

‘5}'_Dalam upaya pengelolaan PADes agar memperhatlkan'hal hal
- . sebagai berlkut Lo

' -a) - Dalam merencanakan target PADes agar mempertlmbangkan o
- kondisi “perekonomian yang terjadi - pada tahun-tahun
... sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ckonomi pada‘tahun
2018 dan realisasi  penerimaan PADes tahun sebelumnya,
. serta ketentuan peraturan perundang-undangan ' terkait - .

- khususnya dalam’ pelaksanaan dan penentuan harga sewa
- tanah kas desa; _
' by Dalam upaya. pengelolaan dan penlngkatan PADes pada
.~ . umumnya, . agar - tidak menetapkan kebl_jakan yang

o memberatkan masyarakat; '
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o c) Penerimaan desa dari tanah kas desa agai' mencantumkan

luas, persil/ loka81 dan perklraan n11a1 harga sewa _secara '
" keseluruhan; ' '

~'d) Dalam ' rangka pengawasan terhadap sumber-sumber'

pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang -

.- tahunan terhadap tanah kas. desa, Kepala Desa terlebih -

" dahulu meminta persetujuan kepada BPD terhadap lokasi,
. harga - dasar sewa/lelang tanah Kak. Dcsa yang. akan _
- disewakan. -
e): Hasil penyewaan/ lclang tanah kas desa’ dlrnasukkan ke -
~dalam' rekening atas nama - pemerintah desa dan nomor -

rekening tidak dapat dlubah kecuall alasan teknls_-:r-
- perbankan;

© - f) Perjanjian sewa terhadap semua. tanah kas desa dllakukan

oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;

o - - g Penetapan besaran tarif dalam Peraturan’ Desa tentang

Cow

- Pendapatan Desa dari . Pasar Desa ./Kios Desa, obyek :
‘rekreasi/wisata Desa, pernandlan umum Desa, hutan Desa, -
* tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa 1a1nnya
- . serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar
disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan; serta -
memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat; :
Pemerintah Desa agar sccara konsisten tidak melaksanakan

" pemungutan yang yang tidak diatur dalam Peraturan Desa

" dan /atau di luar kewenangan desa. -

i) Swadaya, partisipasi- masyarakat dan' gotong royong yang :

~berupa uang menjadi pendapatan ' dalam : APBDesa

.. sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak

berbentuk uang dicatat tersendiri dalam = buku
swadaya/ partisipasi masyarakat SN

b Kelompok Transfer

oy
2
2

o

s

Dana desa

Dana Bag1 Hasﬂ Pajak Dacrah dan Retnbus1 Daerah
Alokasi Dana Desa (ADD);

Bantuan Keuangan APBD Provm81 Nusa Tcnggara Barat

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Dornpu

Bantuan Keuangan bersifat khusus dlkelola dalam APBDesa

tetapi tidak diterapkan: dalam ketentuan penggunaan palmg" "

© sedikit - 70% (tujuh puluh = persen) untuk mendanai

i-_._penyclenggaraan . Pemerintahan  Desa,

pelaksanaan

. pembangunan Desa, pembinaan kcrnasyarakatan Desa, dan
~ pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga

puluh persen} untuk Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa, Operasional -Pemerintah - Desa; -

.. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan
R Insenuf Rukun Tetangga dan Rukun Warga

- c.. Kclornpok pendapatan lain- 1a1n

Kelompok pendapatan lain-lain, mellputl

Hibah dan sumbangan dan plhak ketlga yang sah dan t1dak'
menglkat i '

La1n-1a1n pendapatan desa yang sah
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‘2. Belanja Desa

Belanja desa mehputl semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam
rangka mendana1 penyelenggaraan kewenangan desa, mehputl S bldang

yaitu:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan .Désa;

2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;

l3) - Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

4). Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5) Belanja Tak Terduga. |

Bélahja desa dilakukan secara proporsional sebagai berikut :

1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran

2)

Belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan

. Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

~dengan pricritas mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu
. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hldup

manusia serta penanggulangan kemiskinan, mehputl
a) Pemenuhan kebutuhan dasar;

‘b} Pembangunan sarana dan prasarana desa
. ) Pengembangan potensi ekonomi lokal;

-d) Pemanfaatan sumber daya alam - dan hngkungan sccara

berkelanjutan

Pahng banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari Jurnlah Anggaran

Belanja Desa digunakan untuk:

- a) Penghasilan tetap dan tun_]angan Kepala Desa dan Pcrangkat '

Desa;

b} Operasional Pemerintah Desa;

¢} Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;

d) Insentif RT dan RW.

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam keglatan sesuai dengan

'kcbutuhan Desa, meliputi :

1) Belanja Pegawai untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa yang dianggarkan dalam kelompok
Pcnyelcnggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, sebaga1 berikut:

a) Bagi Desa yang mendapatkan ADD yang berjumlah lcblh.
dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah),
maka belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
‘Perangkat Desa digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan pahng banyak

40% (empat puluh per seratus),



b) Bagi Desa yang méndapatkéxi ADD"'jra'n'g beljﬁmléh lebih~

dari Rp. 900.000.000,00 {sembilan ratus juta rupiah), maka

. belanja Pegawai/Penghasilan Tetap. Kepala Desa dan: .

Pcrangkat Desa digunakan antara Rp. 360.000.000, 00 (tiga

- ratus enam puluh juta rupiah) sampal dengan palmg' |

banyak 30% (tiga puluh per seratus); - -

- ¢} Ketentuan tentang pembagian penggunaan Penghasﬂan

‘tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai polnt 1) .' B
~ huruf a) dan b) tersebut diatas adalah sebagai berikut : g

(l)Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
" Desa ditetapkan sebagai berikut: e .
oA, Kepala Desa sebesar Rp2 300.000, 00 (dua _]uta tiga
~“ratus ribu ruplah) ‘sampai ‘dengan maksu'nal_':'-_'i,
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- .b. Sekretaris Desa sebesar Rpl.610.000,00 (satu juta -
. enam ratus sepuluh. ribu ruplah) sampai dengan .
. ~maksimal Rp2.450.000,00 (dua _]uta cmpat ratus 11ma R

© . puluh ribu rupiah); : o
" c. Perangkat Desa sebesar Rpl 150 ooo 00 (satu _]uta'.- s
' seratus lima puluh ribu ruplah) sampai dengan o

... maksimal Rp1.750. 000 00 (satu juta tu_]uh ratus hma ;-

-~ puluh ribu rupiah); " - - o

- d. Staf Perangkat Desa sebesar Rp805 000 00 (delapan. P

ratus lima ribu rupiah) sampai dengan maksimal -

. Rpl.575.000,00 (satu juta 11ma ratus tu_]uh puluh »
lima ribu rupiah). - _ :. T

(2) Penghasﬂan tetap sebagalmana dunaksud ayat (1) tldak_' -
‘diberikan kepada Penjabat chala Desa dan Sckretans e
Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. | B
(3) Tunjangan jabatan' Kepala Desa dan Perangkat Desa' 2
- setiap bulan mehputl L
-~ a)Kepala Desa sebcsar Rpl 000 000 00 (satu _]uta -

rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.500.000, 00”. '
{satu juta lima ratus ribu rupiah); '

s b) Sekretaris Desa sebesar Rp600.000,00 (cnam ratus
.- ribu rupiah) sampai dengan maksu'nal Rp900 000 00__'___--

_ - {sembilan ratus ribu rupiah); - . - :
c) Perangkat Desa Kaur dan Kasi serta Kepala Dusun -

.. sebesar Rp350.000,00 {tiga ratus lima puluh ribu e
... rupiah) sampai dengan maksunal Rp525 000 00 (llma -
. ratus dua puluh lima ribu rupiah); S
. d) Staf Perangkat Dcsa sebesar Rp300. 000 00 (tlga ratusg. |
- ribu rupiah) sampai dengan maksunal Rp450 000,00 -.
(empat ratus lima puluh r1bu rup1ah) o S

(4) ’Iun_]angan jabatan Kepala Desa dan - Perangkat Desa_
"sebagaimana’ dimaksud. pada: ayat (1) tetap  diberikan

' kepada Penjabat Kepala Desa dan Sckrctans Desa yang
berstatus Pegawm Ncgcn Slpll -



{5) "I‘un_]angan kesehatan BPJS Kepala Desa dan Perangkat .
' Desa setiap bulan mehpuu _'
'I\lnjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebesar Rp108 000 00 (seratus delapan r1bu ruplah) '

~od), Besaran Honoranum bag1 Bendahara Desa dlsesua1kan

g 2)

-dengan kernampuan keuangan desa dan beban ker_]a
Bendahara Desa; ' :

e) Besaran Honoranum bag1 Juru Pungut Pa_]ak Bum1 dan'-- '

Bangunan yang bukan berasal Perangkat = Desa,
~disesuaikan dengan kemampuan keuangan: desa dan’

“beban - kerja Petugas Juru Pungut Pa_]ak ‘Bumi dan' -
Bangunan , _ _

Operas1ona1 Pernerintélh Desa, _ dlpergunakan -. untuk :

. mendukung operasional pf;menntah desa, rnehpuu alat tulis
. kantor, - benda pos, ' pemeliharaan . aset ' desa,
- cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

- ~makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan

. dinas dan lain-lain, dengan ketentuan tidak boleh melebihi -

30% (tiga puluh perseratus) dari total Anggaran Belanja Desa

setelah -diakumulasikan - dengan Penghasilan - Tetap dan’

Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa, 'I‘un_]angan dan"

= Operas1onal BPD serta Insent1f R’I‘/ RW

o 3) .' Tun_]angan dan Operasmnal dan BPD dengan ketentuan t1dak-

 boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total Anggaran |

‘Belanja Desa setelah diakumulasikan dengan Penghasilan
- Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa,

. Operasional Pemenntah “-Desa . dan : _-'Insentif - R’I‘/RW- ~'

dlpergunakan untuk :

 _ 3 a) - 'I‘unjangan Ketua dan anggota BPD dengan ketentuan- :

a4y
- 30% (tiga puluh perseratus) dari total Anggaran Belanja Desa

sebaga1 berikut :

. 1) Tunjangan Ketua sebesar Rp500 000,00 {11rna ratus,
o ribu rupiah) sampai ‘dengan - maksimal sebesar x
Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rup1ah)

L - 2) Tunjangan Wakil Ketua: sebesar Rp350.000,00 {tlga :

ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan
maksimal sebesar Rp450 000 00 (empat ratus 11ma_:_=_}
© puluh ribu rupiah); - :
- 3) Tunjangan Sekretans sebesar Rp300 000 00 (tlga ratus
. ribu rupiah) sampai dengan - maksimal sebesar--'
.~ Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rup1ah)
 4) Tunjangan Anggota _sebesar_ Rp250.000,00 (dua ratus
" lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal
. sebesar- Rp350 000, 00 (t1ga ratus lima - puluh r1bu g
" rupiah); :

s b) Operasional BPD mehpuu alat tulls kantor, _]amuan rapat '

- cetakan/ penggandaan, ‘konsumsi rapat dan: pakaian

- seragam serta lam—lam kebutuhan sesuai kemampuan'
keuangan desa. . : -

Insentif RT dan RW, dengan ketentuan tldak boleh meleb1h1 B

': : setelah d1akumulas1kan dengan Penghasﬂan Tetap dan_



s Tunjangan - Kepala Désa/Pérangkét' | D'esa" "Ope}ééidnal" |
'_ Pemermtah Desa serta Tunjangan dan operasmnal Tunjangan

BPD.

o Atau Insenuf Ketua RT sebesar RplOO 000 ,00. (seratus r1bu o
- 'ruplah) 'sampai dengan mak51ma1 sebesar Rp150 000 00
L (seratus hma puluh ribu ruplah)

Belanja Barang dan Jasa

-.VBelanJa Barang dan Jasa dlgunakan untuk pengeluaran" o
pembelian/pengadaan barang yang nilai nanfaatnya kurang
__-'dan 12 (dua belas) bulan antara 1a1n

-~ 01) : Alat 'I_‘uhs Kan_tor;
- 02) - Benda Pos;
03) Bahan/material;

. 04) '_'-_"Pemehharaan Motor Dmas ' Lol
"-09)  Pemeliharaan Komputer/]..aptop

- 06)  Foto Copy/Cetak/ Penggandaan
' 07) _ Air, Listrik dan Telepon;’ . E
“...08) " 'Sewa peralatan dan perlengkapan kantor R TR
'09) . Sewa Gedung;
10) - Sewa peralatan penun]ang peker]aan
- 11) - Makan dan minum rapat; R
©12) ~ Makan dan minum kegiatan; - ..
~13) “Makan dan minum tamu;’

. . 14). Pakaian dinas dan atributnya; .

15) - Pakaian Khusus hari-hari tertentu |

'16) . ~Pakaian Kerja Lapangan

'17) - ' Perjalanan dinas; R Ty
.'18) .- Bahan Bacaan/ hteratur Perundang-Undagan ’
~19).. Bahan pelatihan; S -

'~ 20) Upah kerja;
© - 21)" -Honorarium

'22)  Uang saka peserta keglatan,

e -23) .. Bibit tanaman;

‘Biaya notaries dalam rangka pcngesahaan AD /ART
. BUMDesa; : , ,

'~ 25) ° Biaya kontribusi pelatlhan
- 26)  Alat dan bahan kebersihan;

R 27) " Pemberian barang yang d1serahan kepada masyarakat /

. kelompok masyarakat

" 28) Hadiah.



-
o - :
. C -
— .
i S .
. . A - .

Adapun besaran blaya pelj]alanan d1nas untuk Aparatur
Pemcnntahan Desa dan BPD dlatur scbagal benkut

‘.ﬁO_ ‘l‘empat 'l‘ujnnn perlmm Kepala Desa | Perangkat

‘Besaran Uang [ Rg )

D _ dan Ketua BP’D‘ .. Desadan
o Vinas c ' Anggota BPD
(RP) - (RP) '

_' Dalam w11ayah Kecamatan . : B 35.000_ 20 000
_Pckat o o e

Dalamwﬂayah Kecamatan.' - 25000| iis.ot)o
Kllo : o . ' TR B SRR

‘| Dalam wﬂayah Kecamatan B - 150@0
Kempo ' - ]

- 10000|

Dalam_wilayah Kecamatan 1. 15.000) :  :' 10.000
| Manggelewa - > o _ :

Dalam wilayah Kecamatan |~ 15.000| - 10.000|

Dalam w1layah Kecamatan - | .. = _1_5.000
i Woja - ' :

| Dalam wilayah Kecamatan |~~~ '15.000

110.000 ]

Dalam wﬂayah Kecamatan | _-'15.000 .+ .-10.000 |
Pajo - N

Standar blaya pchalanan dlnas dalam dan luar daerah yang
dilaksanakan oleh desa berpedoman pada Keputusan Bupati
Dompu Nomor : 900/01/ DPPKAD/TAHUN 2018 tentang Blaya_ B

-+ Perjalanan Dinas.

 Belanja ! honorarium Peiaksana Teknis Pengclblaan ”K'e'ua'ng'an i

© - Desa (PTPKD) maksimal 2% (dua’ perseratus) dari n11a1 yang -
o _tercantum dalam APBDes -

: Bclanja Modal

Belanja Modal d1gunakan untuk pengcluaran dalam rangka |

 pembelian/pengadaan barang . atau bangunan. yang nilai
" manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka___'
s 'penyelenggaraan kewcnangan desa antara la1n L

: 01) Komputel' / Lapt0p, _ :

- '02) - Printer;

- 03) Brangkas; -

- 04) Meja / Kursi;

- 05)- Sound System; -

-4+ 06) Alat Studio;
. 07y Kamera;

08) Kalkulator] Mcsm H1tung,

' ~ 09) Kendaraan Dinas Roda 2;



- 10} Kendaran Bermotor Penumpang; =~ .
: '11) Kendaraan Bermotor Angkut Barang, [

~12) Kendaraan Bermotor Roda 3; -

. 13) - Alat angkutan apung bermotor :

14} ‘Alat angkutan apung tak bermotor

15) ‘Alat Perbengkelan, '

16} Traktor;
~+ 17) Kompresor;
" 18) -Mesin Bor COT

19) Belan_la Modal lamnya, L

o Belanja Tak Terduga.

a) ~ Dalam keadaan darurat dan / atau Keadaan Luar Blasa

~ {(KLB}, pemerintah Desa ‘dapat melakukan belanja yang o
belum tersedia anggarannya : :

“b) Keadaan darurat dan / atau KLB merupakan keadaan yang
" sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
" dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana

- alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana '

__ -'_c)_ -~ Keadaan darurat dan luar biasa sebagalmana dlmaksud
R 'huruf b dltetapkan dengan Keputusan Bupatl

. | Pembiayaan

Pemblayaan Desa mehputl semua penerimaan yang perlu d1bayar

. kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

~ tahun anggaran yang bersangkutan ‘maupun pada tahun-—tahun
anggaran berikutnya. MRV . .

i 1) Pernblayaan terdiri dari:

' "a. Penerimaan Pembiayaan; dan’
b Pengeluaran Pembiayaan.

- 2) Pererimaan Pemblayaan terdiri dan ' . CeiToL
% a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SlLPA) tahun sebelumnya, S
. b) Pencairan Dana Cadangan; dan =~ -
). Hasﬂ pen_]ualan kekayaan desa yang dlplsahkan

3) :SILPA terjadi karena adanya pelampauan penenmaan pendapatan' "

terhadap belan_la penghematan belan_la dan s1sa dana keglatan
lanjutan : S : L

4).‘-”'--811PA merupakan penenmaan pemblayaan yang dlgunakan untuk

.~ a) menutupi defisit anggaran apablla reahsasa pendapatan leb1h |
" kecil dari pada realisasi belanja; - :

" b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanJutan dan L - N
L c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhlr tahun
b anggaran belum dlselesalkan - : :

e 5) "Pencalran dana cadangan dlgunakan untuk menganggarkan "
.. pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke o

rekemng kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan



o 6) | 3.Hasﬂ pen_]ualan kekayaan desa yang dlplsabkan dlgunakan untuk : 

_.menganggarkan pengganti- ‘penjualan kekayagn desa yang
_dlplsahkan ST I T TR

R ftersendiri
12) . Penganggaran dana cadangan tldak meleblhl tahun akhlr masa- .
e Jabatan Kepala Desa. :
1) E
. . point 7) huruf b) adalah mmunal Rp 50 000 OOO (hma puluh _]uta s
: ruplah) _ '

4 Pengeluaran Pemblayaan terdm dan
. a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
'b) Penyertaan Modal BUMDes. -

S c) Pembayaran utang desa.

9)
-+ ¢ paling sedikit memuat :

. atas penerimaan Desa, ~kecuali

'penggunaannya telah ditentukan secara’ khusus berdasarkan
- peraturan perundang-undangan

a Pemermtah Desa dapat” membentuk dana cadangan untuk o
.~ mendanai. kegiatan yang penyediaan dananya tidak- dapat
o sekallgus/ sepenuhnya dlbebankan dalam satu tahun anggaran '

Pembentukan dana cadangan dltetapkan dengan peraturan desa |

a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, i

-~ -b) program dan keglatan yang akan dibiayai dari dana éadangan
c) besaran .dan rincian tahunan dana cadangan yang harus :

dlanggarkan

d) sumber dana cadangan dan e) tahun anggaran pelaksanaan‘_

dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dan penylmhan
dari . penerimaan  yang

Pembentukat_‘_l. dana cadanganr_ ditémpé_tkan..”-péda{ rekcmng

Besar mlal Penyertaan Modal Bumdes sebagalmana dunaksud -

i C TEKNIS PENYUSUNAN APBDes

Dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2018 Pemermtah Desa dan BPD
perlu memperhatlkan hal-hal teknis sebagal berikut: - )

©a.

- Dalam penyusunan APBDes tetap berpedoman kepada

Peraturan Pemermtah Nomor 47 Tahun 20 15 perubahan terakh1r" ’
terhadap Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan_
' Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 ‘Tahun 2014 tentang Desa

: ..'Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang PedOman
o _Pengelolaan Keuangan Desa : :

'_-Dalam rangka memberlkan pelayanan masyarakat secara. 1eb1h optunal
“ sebagai wujud  tanggung jawab pemerintah- untuk - meningkatkan -
- kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah- Desa menyusun . dan
" -menetapkan. APBDes tahun anggaran 2017 secara tepat waktu ya1tu

§ ~_ pahng lambat bulan Januan 20 18



'-Sejalan dcngan hal tersebut dlrnlnta kepada Pemerlniah Desa agar N
- memenuhi jadwal proses penyusunan APBDes, mulai dari penyusunan,
" penyarnpalan kcpada BPD, persctu_]uan BPD dan Perdes APBDcs '

_Secara matcrl pcrlu smkromsam aniara Rencana Ker_]a Pemerlntah o
- Daerah (RKPD) dengan Rencana Ker]a Pemerintah Desa (RKP Desa) dan
RAPBDes, sehingga APBDes merupakan wujud keterpaduan seluruh
< . “program ' nasional, daerah dan desa dalam upaya. penmgkatan
L pelayanan umum dan kese_]ahtcraan masyarakat di desa, ,
5-

.Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2018 dlupayakan dllakukan
- setelah penetapan Peraturan . Desa tcntang Pertanggung]awaban'
Pelaksanaan APBDcs Tahun Anggaran 2017

D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBDes. o f

,__Pemerlntah Desa dalam mcnyusun APBDes Tahun Anggaran 2018 sclaln' .
- memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan =~ APBDes, - juga
o memperhatlkan ha1~ha1 lain, sebagai bcrlkut | SR A

;"1;_ Pernenntah Dcsa pada tahun anggaran 2018 agar melakukan langkah- 5
langkah antara lain:’ :

f a Memperta_]am aloka31 anggaran secara efesmn dan seefektlf rnungkln
L ‘dengan memberikan perhatian: khusus pada upaya pemberdayaan-
- ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang
o rnampu mcnun_]ang perekonomlan daerah khususnya sektor rul

Melakukan penataan kembali program dan keglatan yang kurang -
© bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat - dengan .
- memberikan perhatian khusus terhadap program dan keglatan yang '
' dapat rnemberdayakan masyarakat'
, c

Mempercepat daya serap anggaran, sehlngga dapat mempcrkecﬂ
. SiLPA yang pada akhirnya marnpu menggerakkan perekonorman d1
' desa ,

2. Dalam ‘rangka tertib adhimistra31 Pcrnenntah Desa agar
. -menganggarkan pengadaan buku—buku adrmmstram desa sesuai -
~.dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tcntang Pedoman
"'Pcngelolaan Keuangan Desa. -

3 Tata kclola keuangan desa yang ba1k

a Untuk tcr01ptanya pengelolaan keuangan desa yang ba1k agar o
: Pemerintah - Desa melakukan = upaya pcnmgkatan kapa51tas
) pengelolaan administrasi keuar_lgan desa, baik - pada tataran -
. perencanaan, - pelaksanaan, ° penatausahaan maupun
- pertanggungjawaban  melalui ‘perbaikan’ prosedur, - penyiapan -

- instrumen operaswnal ‘pelatihan, . momtormg dan - evalua31 secara
lebih akuntabel dan tranSparan, -

- b 'Sebagal bentuk kormtmen Pcmenntah Pusat Pcmenntah Dacrah dan 2
. Pemerintah Desa dalam pengadministrasian desa dan memastikan -
penggunaan anggaran yang transparansi dan akuntabel kepada i

- masyarakat, Pemerintah. Desa wajib menyediakan pengembangan -
1mplerncnta31 Slstem Admlrustram dan Informa31 Desa (SID) sesuai -



.'.';.yang tertuang dalam Pasal" 86 Undang-undang Dcsa No 6 tahun_ -
2014, o

e Penmgkatan kapa31tas kclembagaan dan sumber daya manusla'

. " aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organ1sa31, '
“sosialisasi dan pelatihan/ b1mb1ngan teknis, penerapan teknolog1 A
.“informasi, mengupayakan pengisian (rekrmtmen) perangkat yang |

memlhkl kcahllan d1b1dang pengelolaan keuangan dcsa o

Momtormg dan evaluasi tcrhadap penyusunan anggaran pcrubahan '
“anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan . anggaran
5 dllaksanakan oleh Pemerintah- Daerah kepada Desa, G e

. ':._Penmgkatan akuntablhtas dan transparanm pertanggung]awaban'-
- pelaksanaan APBDes melalui penyusunan laporan keuangan secara

" tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar o

o Akuntans1yangberlaku SRR S -‘;_1‘:-.

i Kerjasama desa dalam penyelcnggaraan pemenntahan pembangunan"'

< dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan -

" pelayanan kepada. masyarakat secara lebih  efektif -dan  efesien,
" pemerintah desa dapat menyusun program dan keglatan melalu1 pola_

L kerJa sama antar desa.

Untuk keperluan pendataan desa maka Desa wa_]1b merekrut tcnaga.
" Pendata dan Pembuat Profil Desa serta Pelaporan Kependudukan"‘
e dengan mchbatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KMPD)

" _;_ Dalam rangka penganggaran keglatan yang pelaksanaannya leb1h dan' |

“satu ‘tahun anggaran (multiyears), maka untuk menjaga kepastian
"kelan_]utan penyelesa1an pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan dlSCtUJl.ll eh

- bersama antara Pemerintah Desa .dan BPD, dan masa - waktu.

penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi’ mak51mum sama dcngan

. sisa masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan

6. Berkenaan dcngan upaya pemngkatan transparas1 dan akuntabllltas o

- pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk -
dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan - guna dapat . .
meningkatkan kualitas system pengendalian 1ntcrnal dan mematuhl

e pcraturan perundang-undangan yang bcrlaku

"."Dalam rangka Implementas1 program percepatan pembcrantasan

-~ korupsi' sebagaimana telah diamanatkan dalam’ Instruksi Presiden

. Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan_

' -Pembcrantasan Korup31 kepada Kepala Desa untuk

a Menerapkan pnns1p pnns1p tata kepemenntahan yang ba1k

b ' Meningkatkan pelayanan pubhk dan memadakan pungutan har
B dalam pelaksanaannya, R A

c. -Bersama—sama dengan BPD melakukan penccgahan terhadap -
. kemungkinan . terjadinya kebocoran keuangan - Desa baik yang - -

. bersumber. dar1 APBN APBD PADes maupun sumbcr keuangan S
B lamnya ORS :



8 Pa_]ak

: Belan_]a barang, jasa dan belan_]a modal yang d1kena1 pa_]ak maka harga ._ |
-+~ satuan harus ditambahkan dengan besaran pa_]ak sesuai aturan yang
: berlaku : L

Demlklan untuk rnerija:d_i. bahan dalam pén_ypsxin_an APBDes VTa_h:u'I_l' 2018.

" BUPATIDOMPU,

o H. B_’AMBANG M. YASIN



LAMPIRANI |
- PERATURAN BUPATI DOMPU
~ NOMOR o;_TAHUN 2018

TENTANG

-STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN e
 DAN BELANJA DESA TAHUN 2018.

' DAN BELANJA DESA TAHUN 2018.

~ URAIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN . -

. KODE - . : .| SATUAN | ANGGARAN
oRex | URAAN ®e) | (Re}
11 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa .
11.1.1. . Hasil Usaha
11.1.1.1 Hasil BUMDes
1.1.2 " | Hasil Aset Desa
1.1.2.1" Tanah Kas Desa
1.1.2,2 . { Tambatan Perahu
1.1.2.3 - Pasar Desa
1.1.2.4- | Jaringan Irigasi o
.~ .~ | Swadaya, Partisipasi dan Gotong :
1.12.5 = {Royong: =
1.1.2.6 HOK
1.1.2.7 . Material - ' -
1.1.3- Lam-laln PA Desa yang sah
1.1.4 Dst...
1.2. Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa
. hasil pajak & Retribusi daerah
1.2.2 | kabupaten
1123 Alokasi Dana Desa .
11.2.4 Bantuan Provinsi
11.2.5 Bantuan Kabupatcn :
1.3 Pendapatan Lain-lain '
1.3.1 - - Hlbah dan Sumbangan _plhak ke 3
; J‘U'MLAH PENDAPATAN
12 BELANJA_
2.1 BIDANG PEMERINTAHAN DESA- '
. s Pcmbayaran Penghasﬂan Tetap dan
2.1.1. : ’I‘unjangan Kepala Desa dan Pcrangkat '
I N { Desa
o _ Penghasilan Tetap Kepala Desa dan L
2.1.1.1° Perangkat = co
12.1.1.2 ‘| Penghasilan Tetap Kepala Desa
12.1.1.3 -~ { Penghasilan Tetap Sekretaris Desa
12.1.1.4 Penghasilan Tetap Perangkat Desa
12.1.1.5

| Tunjangan Kepala Desa dan Pcrangkat |




Desa

Pembayaran Tunjangan BPD

Tujangan BPD

Tunjangan Ketua BPD

Tunjangan Wakil Ketua BPD

Tunjangan Sekretaris BPD

- { Tunjangan Anggota BPD

Pembayaran Insentif RT

Inscntlf RT

BELANJA DESA

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

BOP Pemcrintahan Desa -

.| Alat Tulis Kantor

‘| Barang Habis Pakai untuk Rapat Rapat.

Pembayaran-
Listrik/Air/Modem llnternet dll

Pemeliharaan Motor Dinas dan STNK

Dan lain seperlunya

BOP Badan Permusyawaratan Desa B

Alat Tulis Kantor

Barang Habis Pakzi untuk Rapat-quat

Dan laln sepcrlunya

BOP TPKD -

Alat Tulis Kantor

Barang Hah:s P..kal untuk Rapjt—Rapat

Honor

-~ {a. Pcmb_ma L

b, Ketua

C. Sekrcnaris '

d Bcndahara

e. Anggota

Perj alanan __Ko_nsultasi

| Pencetakan Dokumen

a. Proposal

b. Pel_aporan -

_Dém lain seperlunya -

TBOP LPM

ATK

Barang Habis Pakai

qenonanony
o P RSy

RIS Il T L

Sarana dan Prasarana =




BOP TP.‘ PKK Desa

ATK . — . —
2.1.7.2 Ba.rang Habls Pakai untuk Rapat—Rapat
2.1.7.3 Honor
2.1.7.4 Sarana Prasarana
2.1.8 - | BOP Tim Pembina Keeamatan 2
2.1.8.1 | ATK. . T
2.1.8.2 Barang Habis Pakal Lamnya
2.1.8.3 Honor ‘

2.1.84 Perjalanan Dalam daerah
2.1.8.5 | Dan lain seperlunya

2.1.4 | BOP Kader Posyandu
2.1.9.1 Honor BOP Posyandu
2.1.9.2 JATK . . -

2.193 - Honor - :
2.194 Barang Habis Paka1 Lamnya
2.1.10 . BOP Peran&kat Lainn}a
2.1.10.1 Honor

2.1.11 - BOP Rukun Tetan;ga -
2.1.11.1 Honor Rukun Tetangga ( RT )

| R Purnabakti Kepala Desa dan atau
2.1.12 - | kegiatan yang terkait kelembagaan

. ] desalainnya {lembaga adat, dll} |
2.1.12.1 Dana Tali Asih dan atau honorarium ]

12113 - Infrastruktur Pedesaan '

Cen Rehablhtam/ Pernbangunan Kantor
2.1.13.1.° | Desa

12.1.13.2 Rehablhtamj Pembangunan Poskesdes
2.1.13.3 Rehabilitasi/ Pembangunan Poskamling
2.1.13.4- | Penerangan Jalan Umum Perdesaan
2.1.13.5 ‘{ Rabat Jalan Desa/ Gang Dusun

' L Rehablhtam Dramase/ SPAL/Gorong— :
2.1.13.6 | gorong
2.1.13.7 Jalan Usaha Tani '
2.1.13.8 - | Pengelolaan Sampah mehputl
o a. Tempat Pembuangan Sampah

', 1 b. Alat Pengangkut Sampah-
= ¢. Sarana Daur Ulang Sarnpah :
. - |d.Kebutuhan lain SC_]CnlS
12:1.13.9 - | Papan Nama . -
12.1.13.10 | Tugu/ Monumen/ Batas Desa .~

1211311 infrastruktur La.mnya  yang d:perlukan

: 2.1;14 - ngram Pendidikan | :

2 1.14.1. 1. Kegiatan Penunjang Pend*d1kan Non :

'| Formal seperti PKBM atau PAUD yang Al

3 ‘meliputi :.

a. Bantuan Operasmnal

‘| b. Alat Bantu Pelajaran dan Medla
‘I c. Materi Belagar '
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o ::'_. o

. Program lam sejenis

2.

14.2

N

. Pendidikan Kemasyarakatan sepert1 ;

a. Perpustakaan Desa seperti

1) Penambahan Koleksi Buku - -

~ 2) Pembuatan catalog-

3) Kegiatan Lain vang dlperlukan

b. Koran Masuk Desa seperti -

1) Pembuatan Media D1nd1ng/
"~ Display

-2} Langganan Koran

EATRS

143

; 3 Kegiatan Penunjang Pend1d1kan In -
| Formal seperti Majlis Taklim atau

Diniyah/ TPA yang meliputi :

a. Bantuan Operasional -

‘| b. Alat Bantu Pelajaran dan Medla R e

c. Materi Belajar

d Program Iam sejenis

15-.

12.1.

15.1

‘ Proiam Kesehatan

.

15.2 - -

Kegiatan Poskesdes

EPRE

Sarana Prasarana Kesehatan

12.1.

153 R
- | Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
1 {MKJP) yang meliputi :-

Keluarga Berencana dengan - -

- | a. Sosialisasi kepada Pasangan Usia .

Subur

b. Advokasi Pasangan Usia Subur —

15.4

Operasional Desa Siaga

SIS N

Kesehatan Lingkungan-

.15.5 -

Keglatan Lain yang dlperlukan

—

A6

Prt_)gram TP PKK Desa

16.1 -

Kegiatan Peningkatan Kapa31tas TP PKK
Desa

16.27

Implementasi 10 (sepuluh) Program PKK |

- N T

.16.3

Peningkatan Kualitas Dasa Wisma =~~~ |

SHSIIS SIS ST

16.4

Keglgtan Lain yvang dlp_erlukan

Peningkatan kualitas BBGRM ( untuk
kegiatan pemberdayaan dan =
pembanguan fasilitas umum -

A7.1, -

Sosialisasi -

17.2

Mobilisasi Masyarakat .

i LT L] o
ot |t |t et

.17.3

Barang Habis Pakai

.17.4

Keperluan lainnya

.18

Perencénaéln Pembangunan -~

.181'

1. Musrenbang Dusun-

.18.1.1

a. Barang Habis Paka1

.18.1.2

b. ATK .

.18.2

2. Musrcnbang Desa

ot |t |t it |t it ] et

18.2.1 .

a. Barang Habis Pakai -~ -~

.18.2.2

b. ATK

183

3. Penyusunan dan Pembaruan o
Dokumen - s X

NISIISIR SIS SIS S

.18.3.1

a. Profil Desa




e e~

21.183.2

b RPJM Desa/ Rev1ew RPJM Desa

- 12.1.18.3.3 | c. RKP Desa
12.1.18.3.4 - | d. DURK ADD
- 12.1.18.4.. | 4. Portal Desa untuk Mult1med1a
.12.1,18.4,1 | a. Flasdisk '
12.1.18.4.2 '} b. Barang Habis Pakai
-12.1.18.5 S. Kegiatan Lain yang diperlukan
V.| Peningkatan Kapasitas Pemerintahan
+12.1.19 | desa dan lembaga kemasyarakatan
1 o (rdesa - i
2.1:.19.1 Penimgkatan Kapasitas Kepala Desa rian
' e atau Aparat Desa yang dapat meirpuu
e komponen ,
12.1.19.1.1 | a. Perjalanan Luar atau Dalam Daerah "
-12.1.19.1.2 | b. Biaya Pendidikan
12.1.19.1.3 | c. Biaya Transportasi § S
12.1.19.1.4 | d. Uang Saku & Honor/ Hari
2.1.19.15 |e. Akomodasi '
2.1.19.1.6° | f. Konsumsi: I
2.1.19.2 - | Peningkatan Kapa51tas BPD atau
i~ .7 | Lembaga Lain di Desa yang dapat
e ' | meliputi komponen :
2.1.19.2.1. | a. Perjalanan Luar atau Dalam Daerah"
- 12.1,19.2.2 | b, Biaya Pendidikan
.12.1.19.2.3 | c. Biaya Transportasi
- 12.1.19.2.4 - | d. Uang Saku & Honor/ Har“
+12.1.19.2.5 | e. Akomodasi
2.1.19.2.6 | f. Konsumsi - L
-12.1.19.3 | Konsultasi dan Koordmas1 Luar atau
A~ + . “|Dalam .

"} Daerah yang meliputi komponen
2.1.19.3.1 .| a. Perjalanan Luar atau Dalam Daerah
2.1.19.3.2 | c. Biaya Transportasi
2.1.19.3.3 | d. Uang Saku & Honor/ Har1
2.1.19.3.4 | e. Akomodasi - o
5.1 1‘9 4 Kegiatan Peningkatan Kapas1tas

ST '(belan]a modai
2.1.20 Kggiatan Tehnologi Tepat Guna
2.1.20.1. = { Pembuatan Posyantek Desa
2.1.20.2: i Peningkatan Kapasitas Posyantekdes

12.1.20.3 Penemuan, Pembuatan, dan Prom051
oo yang meliputi komponen :- :
-12:1.20.3.1 | a. Pembelian Barang Habls Pakai
- 12.1,20.3.2 | b. 'I‘ransporta51 Pengangkutan
12:1.20.3.3 | c. Honor

12.1. Peralatan Laln Skala Kecﬂ

Bantuan Sosial Kepala Desa

Hibah Kegiatan Pendidikan

a. Sumbangan Siswa Miskin

b. Sumbangan ke Lembaga '

c. DLL sejenis

Hibah Kesehatan

a. Sumbangan Pengobatan




u

“f21.2122

b. DLL sejenis

o B121.42

2.1.21.3 Hibah Kegiatan Keagamaan
2.1.21.3.1 | a. Perayaan Hari Raya/ Besar Agama
12.1.21.3.2 | b, Hibah Tempat Ibadah
2.1.21.3.3 ‘| c. DLL sejenis
2.1.21.4 Kegiatan Kebangsaan
2.1.21.4.1 |a.Perayaan HUT RI
b. Perayaan HUT Provinsi
2.1.21.4.3 '| c. Perayaan HUT Kabupaten -
2.1.21.5 | Hibah Kemanusiaan
2.1.21.5.1 |a:. Acara Kemnatian .
12.1.21.5.2 | b, Penanggulangan Bencana Alam
- 12.1.21.5.3 | c. DLL sejenis - _
+12,1.21.6 .| Hibah untuk Kegiatan/Lembaga:
co0012.1.21.6.1 | a. Kepemudaan Karang Taruna - - -
o 12.1.21.6.2 | b. Lembaga Kursus :
- 12.1.21.7 | Kegiatan Lain yang dlperlukan |
12122 Kegiatan lomba-lomba Dusun / Desa
2.1.22.1 Lomba Proﬁl Desa; mchputl
2.1.22.1.1 {a. ATK
2.1.22,1.2 | b, Barang Habis Pakai
2.1.22.1.3 | c. Mobilisasi Masyarakat
2.1.22.1.4 - | d. DLL vang diperlukan
2.1.22.2 *: | Lomba P2WKSS; meliputi
2.1.222.1 [a.ATK = - _
2.1.22.2.2 | b. Barang Habis Pakai .
2.1.22.2.3 | c. Mobilisasi Masyarakat
2.1.22.2.4 |d. DLL yang diperlukan
2.1.22.3 Lomba PHBS; meliputi
2.1.22.3.1 la. ATK

b. Barang Habis Pakai

c. Mobilisasi Masyarakat -

d. DLL vang diperlukan

Lomba GSI; meliputi:

a. ATK

b. Barang Habis Pakai

c. Mobilisasi Masyarakat

d. DLL yang diperlukan -

'| Lomba Administrasi PKK' UP2K L

a. ATK

b. Barang Habis Pakai

c. Mobilisasi Masyarakat

d. DLL yang diperlukan

Lornba-Lomba Lamnya

Pemberian Makanan ’I‘ambahan Ibu dan

5193 | Kegiatan LPM_
2.1.23.1 - | Kegiatan LPM
2.1.24 Kegiatan Karang Taruna
- Kgglatan Karang_Taruna '
2.1.25 - K _giatan Pemberdayaan Posyandu
2.1.25.1 Kegiatan Rutin-
2.1.25.2
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~ 121.256
[21257

Anak

21253

2.1.254

| Sosialisasi PHBS dan Ant1 Buang A1r -
Besar ' B

-| Sembarangan/ Open Devecatlon Free

2.1.25.5

Sarana Prasarana Posyandu

Sosialisasi Kesehatan Reprodukm

DLL yang dlperlukan

12.2

Bidang Pemban;unan

221

| Pembangunan Rompo lkan

222

223

Pengadaan Mesin Ketingting

Pengadaan Traktor

224 -

Pembangunan Pagar TPU

2257

.| Pembuatan Dramase ngkungan dan -
Deker -

{226

L Bantuan untuk Rehabilitasi Maspd :

53

B Bidang tak Terduga

| JUMLAH BELANJA

" SU'RPLUS I DEVISIT

~ H. BAMBANG

_ BUPATI DOMPU,

- YASIN _:7 7




